FU5ISA SCLAIMY PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JI. 1. Agus Salim Painan, Kade Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR:332/0% 72 /SATPOL.PP-PS§/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ETAPE VIiI DAN IX TOUR DE SINGKARAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tour De
Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang
akan dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 10 November 2019,
maka perlu dibentuk Tim pengamanan Tour De Singkarak Di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 1643); g

2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang 22 Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Namor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab .Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeray,
(Lembaran Nepnrn Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Pambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagnimann telah diubuh terakhir dengan Undang-undang Nomor
O tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesio Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
elenggaraan Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Peny
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pcmadam Kebakaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam K¢bakaran Kabupaten Pesisir

Selatan;
Peraturan Bupati Pesisir SeJatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organjsasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017

Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal
29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

- Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
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MEMUTUSKAN :

o Menetaplkan
KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Tour De Singkarak di
Kabupaten Pesisir Seiatan Tabun 2019, sebagaimang
tercantumn dalam lampiran keputusan ini dan merupakan
baglan yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran inij.

KIEDUA : Tim Pengamanan Tour De Singkarak sebagaimana pada
point kesatu, adalah sebagai berikut ;

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan,
Polres Pesisir Selatan.

Kodim 0311 Pesisir Selatan,

Dishub Kabupaten Pesisir Selatan.

Pos POM Painan .

Pos AL Painan.

BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

NGOG R LN~

KETIGA : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab
bidang keamanaan Tour De Singkarak di Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2019.

Tim Pengamanan Tour De Singkarak sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas
sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengamanan Kegiatan  Tour De
Singkarak  di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010.

2. Menindak siapa pun yang berusaha menggangu,
mempropokasi dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan
ketidak lancaran Kegiatan Tour De Singkarak di
Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Mengamankan para peserta yang mengikuti Kegiatan
Tour De Singkarak, selama kegiatan kegiatan
Berlangsung: : :

-~ KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

. ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pesisir Selatan pada kegiatan Operasi Pengamanan Iven-
1ven tertentu.
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2. Bapak Polres Kab.Pesisir selatan

; KELIMA : Keputusan ini berlaky terhitung sejak tangeal ditotapkan

Ditetapkan di Painan
Tanggal t Nopember 2019

| Tembusan ikan ke Yth :
© 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan,

. KODIM 0311
. DANPOS PM
. TNI AL

|51 Ny XY

© 6. Dinas perhubungan

-

o 7. BPBD Kab.Pesisir Selatan
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,,%" y Iﬂ’mﬂ I ! ETAPE VIl
a TANGGAL ¢

pos POM PAINAN

NOMOR :332.1/57/Kpts/BPT-P3/2019

Nopember 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE SINGKARAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAX TAHUN 2019

JABATAN

KETERANQGAN

3

4

Komandan Polisi Militer Kabupa*en Pesisir Selatan

Personil Pain

Anggota Polisi Militer Kabupaten Pesisir Selatan

Personil Pam
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Ditetapkan : Painan

November 2019
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AMPIRAN 1T 1 ETAPE IX

rOs POM PAINAN

NOMOR :332.1/¢ Y4/ Kpta/BPT.PG/2019

TANGGAL !  RNopember 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE BINGRARAK
DI KABUPATER PESISIR SELATAN TAHUN 2019

wo o JABATAN KETRRANGAN
[ 3 3 )
WL Komandan Polisi Militer Kabupaten Praiair {'#latan Peraonil Pamn
W Lels L Angpota Polisi Militer Kabupaten Pesisir fielatan Peraonil Pam
Ditetapkan : Painan
Tangga : MHovembier 2010
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